
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

(Berita Resmi Kabupaten Sleman) 

Nomor: 2                 Tahun   2012                  Seri: B 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 16 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas 

pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan 

dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui 

pemberian izin;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
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Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang 

Kesehatan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia  Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 

Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang 
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Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/ 

KAB/B.VIII/1972  tentang Pedagang Eceran Obat 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972  

tentang Pedagang Eceran Obat; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Men.Kes/ 

Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 922/Men.Kes/                            

Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pemberian Izin Apotek; 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1363/MENKES/ SK/XII/2001 tentang Registrasi dan 

Izin Praktik Fisioterapis; 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/menkes/ 
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SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja 

Perawat Gigi; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

544/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Registrasi dan 

Izin Kerja Refraksionis Optisien; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/ 

MENKES/PER/VIII/2004 tentang registrasi dan 

praktik terapis wicara; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/ 

SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Optikal; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/ 

PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja 

Radiografer; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/ 

Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik 

Okupasi Terapis; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ 

MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/ 

PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit; 


